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TOLITOLI MERCUSUAR
Yayasan Bumi
Bhakti Tolicoli, Ahmad
Jang, meminta
kepada penegak hukum
nntuk menindaklanjuti
soran Hasil Pemeriksaan
(148" Hadan Pemeriksaan
angan (BPK) RI, soal

sejuiniial kerug
sacdan banyakn

Gas belanja makan min
vang melekat di Satug
Pemerintah Dacrah

(AP Lolitoli tahun 2015
“Sava meminta penegak
uniuk segera
melukukan penyelidikan
terkait temuan BPK di
11 SKPD yang ada
Rabupaten Tolitoli,

karena sudah terindikasi
merugikan keuangan
negara,” tandasnya
Dalam LHP BPK
beberapa waktu lalu,
beberapa kegiatan yang
ditemukan mendapat
penilaian di daerah ini,
yang kemudian dianggap
menimbulkan kerugian
negara di antaranya,
belanja makan minum
(mamin) di Dinas
Pendapatan dan Aset
Daetah dan RSU Mokopido
Tolitoli masing-masing
kurang lebih Rp 200 juta,
sementara di Bagian
Umum Sekretariat Deerah
sekitar Rp 300 juta, dan di
Sekretariat DPRD Tolitoli

sebesar Rp 500 juta
Selain soal makan

minum, menurut Ahmad,
BPK juga menemukan
banyaknya kerugian negara
diDinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura
(Distanpanhor) Kabupaten
Tolitoli, yakni pekerjaan
Jalan Usaha Tani (JUT)
yang dibiayai dari Alokasi
Dana Khusus (DAK)
sebanyak tujub kegiatan
di antaranya JUT di Desa
Sibea, Desa Malomba,
Desa Kalangkangan, Desa
Ogomoli, masing-masing
nilai anggaran Rpo00 juta,
sementara masing-masing
RpL,2 Miliar tercatat pada
proyek JUT Desa Pagaitan,

Desa Btintoan dan Desa
Baw llo,

“TotaPkerugian negara
yang ditemukan pada tujuh
kegiatan JUT tahun lalu ftu
sebesar Rp 1 Miliar lebih,”
Katanya,

Dia mengatakan, untuk
menciptakan pemerintahan
yang bersih, mestinya hal
Semacam ini dapat disikapi
oleh penegak hukum. Pihak
penegak hukum dalam hal
ini Kejaksaan, sebaiknya
jangan menunggu laporan
dari LSM atau masyarakat,
apalagi berita di media
sudah cukup untukmenjadi
acuan atau data awal untuk
dilekukan penyelidikan.

“Kejaksaan sebagai

salab satu penegak
hukurm harus serius dalam
pemberantasan kasus
tindak pidana korupsi,
baik yang telah dilaporkan
langsung olch masyarakat
ateupun yang telah termuat
dimedia,” tekannya
Menurutnya, telah
banyak kasus dugaan
korupsi di daerah. ini
yang pernah dilaporkan
maupun yang pernah
terekspos melalui media
cetak, belum mendapat
perhatian maksimal oleh
Kejaksaan Negeri (Kcjari)
Tolitoli termasuk soal
dugaan korupsi ADD dan
DD di sejumlah Desa di
Kabupaten Tolitoli. aw:





